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PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembangunan jalan tol merupakan pembangunan untuk kepentingan
umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 huruf b Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
merupakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan pemerintah dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Pembangunan Infrastruktur jalan tol sebagai bagian dari sistem
jaringan jalan nasional bermanfaat untuk memperlancar kegiatan mobilitas
masyarakat serta kelancaran pendistribusian barang dan jasa dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di suatu Negara dan/atau daerah
merupakan kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mewujudkan
kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Terwujudnya sistem jaringan jalan
nasional yang saling terintegrasi dan berkelanjutan, dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan/atau daerah serta pemerataan
kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Alternatif yang dipergunakan
pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan dengan

pembangunan jalan tol. Dengan adanya pembangunan dan pengoperasian
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jalan tol, diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem jaringan jalan
nasional yang terintegrasi serta berkelanjutan demi mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diperlukan partisipasi dari setiap pihak untuk
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, khususnya
pemegang hak atas tanah, mengenai makna kepentingan umum dalam
kegiatan pembangunan jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah
dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyrakat melalui
pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Bagi Pemerintah, selaku pelaksana pengadaan tanah dalam pembangunan
jalan tol sebagai salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan
umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hendaknya
dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak
atas tanah, kemanusian, musyawarah mufakat, dan keadilan berdasarkan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar
1945. Hal ini diperlukan agar pembangunan jalan tol dapat memberikan

kemanfaatan hukum bagi seluruh warga masyarakat.
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Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS )
JL Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 55 1137

Yogyakarta, 27 Oktober 2015

Kepada Yth. :
074/2433/Kesbang/2015 Gubemur Jawa Tengah
Rekomendasi Peneiitian Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG
Memperhatikan surat : . ;
Dari . Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Nomor : 795/V
Tanggal : 27 Oktober 2015
Perihal : ljin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KEPENTINGAN UMUM
DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNTUK
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT* kepada :

Nama : FERRY KIE

NIM : 110510667

No. HP/ldentitas : 0856 6891 1105 /2171061510920002

Prodi/Jurusan . limu Hukum/Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Tengah

Waktu Penelitan : 02 November s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/
penelitian,

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirmya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL CAERAH

Alamat : JL. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 — 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http:// bpmd.jatengprov.go.id

Semarang - 50131
ww—-‘

Semarang, 09 November 20 15

Nomor . 070/ My2015
Lampiran '@ -
Perihal . Rekomendasi Penelitian Kepada

Yth. Walikota Semarang
~\ALp. Kepala Badan Kesbangpol
Kota Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir
disampaikan ljin penelitian Nomor 070/2894/04.5/2015 Tanggal 09 November 2015 atas nama
FERRY KIE dengan judul proposal KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
UNTUK MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAFAT, untuk dapat
ditindaklanjuti.

I

- Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN-PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
/,/_;ft‘:-g AR PLIAWA TENGAH
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Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala PT. Trans Marga Provinsi Jawa Tengah;
8. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukun_‘x Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Sdr. FERRY KIE.

UPT PTSP BPMD Senin, 09 Nopember 2015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TEN GAIH

BADAN PENANAMAN MODAL DAFRAH
Alamat : J1. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 — 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http // bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/2894/04.5/2015

Dasar . 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Periitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Safu Pintu Pada Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 :¢ntang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 ahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2433/Kesbang/2C15 tanggal 27 Oktober
2015.Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FERRY KIE.

2. Alamat . Tanjung Uma No.08 Rt 001/Rw 006, Kel, Tanjung Uma, Kec. Lubu k Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau.

3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk - Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Propos . KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

JALAN TOL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 UNTUK
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.

b. Tempat / Lokasi . Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Bina Marga dan PT. Trans Marga Provinsi Jawa Tengah.

c. Bidang Penelitian . Hukum.

d. Waktu Penelitian . 09 November s.d. 31 Desember 20 15.

e. Penanggung Jawab : 1. SW. Endah Cahyowati, SH., NS
2. D. Krismantoro, SH., M.Hum

f. Status Penelitian . Baru.

g. Anggota Peneliti -

h. Nama Lembaga . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta
yang akan di jadikan obyek lokasi;

b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan pemerintahan;

c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah; .

d. Apabxlg masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan keglatan belum sclesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menvertakan hasil penelitian
sebelumnya;

e. Surat.rckomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 November 2015

'\MAN MODAL DAERAH PROVINSI

L NS

UPT P’l‘SP BPMD Senin, 09 Nopember 2015
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Lembar Disposisi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bappeda Prov. Jawa Tengah

Nomor Surat 761NV
Tanggal Surat 22-10-2016
Dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Isi Informasi ljin Riset/penelitian a.n. Ferry Kie
Perihal ljin Riset
Nomor_Pencatatan 070 /7815
Kendali
Diteruskan 16-11-20156
No | Dari Diteruskan Kepada Isi Disposisi Tanggal & Paraf
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NOTA DINAS
Nomor: 9¢ / ND-33/X1/ 2015

dan Pendafiaran Tanah Kanwil Badan Pertanahan

Kepada . Kepala Bidang Hak Tanah
Nasional Provinsi Jawa Tengah

Dari . Kepala Bagian Tata Usaha

Tanggal : November 2015

Sifat . Biasa

Perihal : Ijin Riset

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 22

Okteber 2015 Nomor 762/V perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami

hadapkan :
Nama . Ferry Kie
NIM . 10667

Program Studi: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Bermaksud akan melakukan riset di bidang Saudara yang akan dipergunakan untuk

penyusunan skripsi dengan judul :

“Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Untuk Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat”.

Sehubungan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk membantu yang bersangkutan

seperlunya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
: Kepala Bagian Tatd Usaha

.

Sunu Duto Widjomarmo, SH..M.Kn.
NIP. 19610810 198903 1 001

oy

Tembusan, disampaikan kepada Yth.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)





